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Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum Buku I : Pengelolaan Sistem PJU Efisien Energi



Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



 KATA PENGANTAR Pada tahun 2009, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada 2020 dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU) dan meningkat menjadi 41% apabila mendapat bantuan internasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Pencapaian ini diperoleh melalui berbagai aksi mitigasi di seluruh sektor utama perekonomian. Di tingkat daerah, Peraturan Presiden ini juga mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk turut berpartisipasi mencapai target penurunan emisi GRK. Sektor energi merupakan penyumbang emisi terbesar kedua di Indonesia, salah satunya bersumber dari penyediaan tenaga listrik yang didominasi batubara. Emisi dari pembangkitan listrik telah meningkat sejalan dengan kinerja perekonomian Indonesia dan tren ini ditetapkan terus berlanjut seiring dengan pertumbuhan permintaan tenaga listrik. Untuk menjamin penyediaan energi tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan dua kebijakan utama yaitu diversifikasi energi dan konservasi energi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim, penerapan konservasi energi merupakan salah satu aksi mitigasi yang paling murah dan mudah atau bersifat “low hanging fruit”,. Maka dari itu, konservasi energi juga perlu mendapat perhatian utama dan salah satunya adalah di Penerangan Jalan Umum (PJU). Berdasarkan perhitungan Badan Litbang Kementerian ESDM, diketahui bahwa potensi penghematan tenaga listrik di PJU mencapai 2.042 GWh/tahun atau setara Rp. 2 triliun /tahun. Selain itu, langkah penghematan listrik melalui peningkatan efisiensi energi PJU ini dapat memberi sumbangan yang signifikan dalam pemenuhan target pengurangan emisi GRK Indonesia. Beberapa kota termasuk Yogyakarta dan Makassar memiliki pengalaman dalam penerapan penerangan jalan yang hemat energi termasuk lampu Light Emitting Diode (LED). Lampu LED telah meningkat secara tetap sejak 1960an dan meskipun biaya investasi awal sebesar 2 s.d. 4 kali dari biaya sebagian besar lampu konvensional, energi yang dikonsumsi hanyalah separuh atau kurang dari konsumsi lampu konvensional dan lampu LED tahan lebih lama. Beberapa pengalaman di kota-kota di Indonesia memperlihatkan penghematan energi signifikan yang dapat dicapai oleh lampu LED jika dibanding dengan lampu konvensional hingga 60% dalam kondisi optimal. Hal ini berdampak pada emisi GRK terkait dan penghematan biaya serta manfaat tambahan lain seperti peningkatan fasilitas publik, terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan keselamatan di jalan raya. Namun karena berbagai tantangan, penerangan jalan yang efisien belum menjadi prioritas bagi kotakota di Indonesia hingga saat ini. Masalah yang umum dialami oleh unit pemerintah daerah di bidang PJU antara lain 



Minimnya data yang memadai terkait jumlah dan jenis lampu yang terpasang, terutama karena tingginya jumlah sambungan yang ilegal dan tingkat pemeteran yang rendah untuk PJU.



i



 



Sistem pembayaran listrik kepada PLN berbentuk lump-sum (borongan) yang cenderung melampaui perkiraan konsumsi dan mengurangi motivasi untuk melaksanakan penerangan jalan yang lebih efisien.







Anggaran yang terbatas dari Pemerintah Daerah



Dilatari berbagai masalah tersebut, buku Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum ini dibuat sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan diatas. Dengan adanya buku pedoman ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan pengeloa PJU lainnya yang akan melakukan efisiensi energi PJU yang dibagi dalam dua buku. Buku pertama dengan judul “Buku I Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum: Pengelolaan Sistem PJU Efisien Energi” akan membahas aspek non teknis seperti alternatif pembiayaan untuk melakukan efisiensi energi PJU, pengadaan barang dan jasa terkait PJU, serta pengelolaan dan pemeliharaan PJU. Sedangkan aspek teknis perencanaan PJU yang efisien energi akan dibahas dalam “Buku II Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum: Perencanaan Sistem PJU Efisien Energi”.
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 1.1 Efisiensi Energi dan Pencahayaan Jalan Umum Efisiensi energi didefinisikan sebagai semua metode, teknik dan prinsip – prinsip yang memungkinkan untuk dapat menghasilkan output yang sama dengan penggunaan energi lebih sedikit atau mendapatkan output yang lebih besar dengan jumlah energi yang sama. Efisiensi energi saat ini menjadi topik yang sangat populer karena kebutuhan dunia akan energi terus bertambah setiap tahunnya. Dalam hal regulasi sudah banyak peraturan yang mengamanatkan melakukan efisiensi energi. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, efisiensi energi adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah (pusat maupun daerah), swasta, dan masyarakat. Selain itu juga sudah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air yang mewajibkan semua instansi pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan upaya penghematan energi dan air dan melaporkannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Presiden. Pada aktivitas penghematan listrik, pemerintah menetapkan target penghematan sebesar 20 %. Selain penghematan listrik, pemerintah juga peduli terhadap isu global perubahan iklim dan telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 26 % pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41 % apabila mendapatkan dukungan atau bantuan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN – GRK) yang berisi amanat kepada Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi GRK melalui penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD – GRK). Penerangan jalan khususnya jalan umum merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk menjadi sasaran efisiensi energi serta banyak di ajukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD – GRK). Tetapi teknologi penerangan jalan yang diterapkan selama ini masih teknologi konvensional yang tergolong boros energi dan lampu yang digunakan memiliki umur hidup yang singkat. Saat ini terdapat 143.348 sistem PJU secara nasional yang berkontribusi 4,95% dari total beban puncak PLN dengan penggunaan energi sebesar 3.140 GWh pada tahun 2010 (Statistik PT PLN (Persero), 2011). Dengan menggunakan faktor kapasitas tahunan (8.760 jam setahun) dan efisiensi pembangkit 60%, maka satu pembangkit sekelas 600 MW harus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan PJU di Indonesia. Belum lagi jika dikaitkan dengan subsidi listrik yang harus ditanggung pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Pusat Litbang Teknologi Ketenagalistrikan dan EBTKE – KESDM menunjukkan bahwa dengan konsumsi sebesar 3.140 GWh setahun, uang negara (APBD) yang harus dibayarkan kepada PLN sebesar Rp. 3,13triliun (dihitung dengan TDL Oktober 2013). Jika dirunut lebih jauh dan dibandingkan dengan biaya pokok produksi listrik di masing-masing daerah, maka nilai subsidi listrik untuk PJU mencapai Rp. 827,4 milyar. Penerangan jalan umum merupakan pemakai energi yang cukup besar untuk keperluan publik, namun masih menggunakan teknologi yang cenderung boros serta memiliki umur pakai yang relatif singkat. Penerapan teknologi penerangan jalan yang efisien mampu menghemat 30-70% konsumsi energi sebagaimana tercatat dalam statistik PLN. Studi yang sama menunjukkan bahwa dengan asumsi penghematan (selisih dari data saat ini dibandingkan dengan jika menerapkan penghitungan Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 listrik berdasarkan meter dan penggunaan teknologi yang lebih efisien) diperkirakan mampu mencapai sebesar 65%, maka benefit yang diperoleh antara lain:  penurunan emisi dapat mencapai 1,6 juta ton CO2e,  penghematan biaya listrik Rp. 2 triliun  penghematan subsidi Rp. 537,84 milyar
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Gambar 1.1 Potensi penghematan energi PJU
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Gambar 1.2 Potensi penghematan subsidi listrik dari PJU Tetapi diharapkan berbagai upaya penghematan energi bagi penerangan jalan umum nantinya tidak akan mengubah fungsi dari PJU itu sendiri. Menurut Kementerian Perhubungan, bahwa fungsi utama penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan.



1.2 Kondisi PJU dan Pengelolaannya Dari data yang ada, kondisi PJU saat ini cukup mengkhawatirkan dengan banyaknya lampu jalan yang tidak menyala sempurna dan yang menjadi salah satu perhatian utama pengelola PJU adalah besarnya tagihan yang harus dibayarkan yang tidak sesuai dengan pemakaian listrik aktual. Sistem kontrak penyediaan tenaga listrik PJU yang bersifat lumpsum tanpa meteran listrik menyebabkan tagihan listrik tidak sesuai dengan jumlah pemakaiannya. Tidak jarang hal ini mengakibatkan Penglola PJU (Pemda) mengalami kesulitan membayar tagihan listrik sehingga PLN melakukan pemadaman paksa fasilitas PJU di beberapa ruas jalan di beberapa kota. Tentunya pihak yang paling dirugikan dari kejadian semacam ini adalah masyarakat pengguna jalan. Selain masalah tagihan yang cukup besar, masalah lain adalah tidak adanya kejelasan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerangan jalan umum itu sendiri. Banyaknya pihak yang “merasa tidak” mempunyai tupoksi dalam pengelolaan dan perawatannya. Teknologi yang digunakan juga tergolong teknologi lama yang boros energi, tetapi penggantian teknologi yang hemat energi juga belum bisa dilaksanakan dengan mudah oleh pengelola PJU sebagai akibat keterbatasan pengetahuan teknis misalnya belum adanya standar khusus yang ditujukan untuk penerangan jalan umum, seperti belum adanya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang memadai untuk komponen sistem PJU, belum adanya standar penggunaan solar cell atau energi terbarukan lain jika digunakan untuk pencahayaan jalan umum, ataupun masalah non teknis seperti sistem prosedur pengadaan PJU yang belum mengutamakan kualitas, keterbatasan dana, dan lain – lain.
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 BAB II ALTERNATIF PENDANAAN EFISIENSI ENERGI PENCAHAYAAN JALAN UMUM
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 Dalam melaksanakan efisiensi energi di PJU, Pengelola PJU/Pemda dapat memanfaatkan sumber pendanaan internal maupun eksternal. Sumber pendanaan internal dapat berasal dari APBD dimana salah satu sumber pendapatan APBD adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) maupun sumber eksternal baik pinjaman komersial melalui perbankan, pinjaman semi komersial melalui Pusat Investasi Pemerintah, Kerjasama dengan pihak swasta, maupun hibah dari Pemerintah Pusat melalui APBN dan atau melalui kerjasama Internasional.



2.1 Sumber Pendanaan Internal PPJ merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam APBD yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Besarnya Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 Bab X yaitu maksimal 10% dari rekening listrik wajib pajak penerangan jalan. Besaran PPJ sebaiknya ditetapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan kebutuhan biaya pengelolaan PJU oleh Pemda. Optimalisasi penerimaan PPJ dan maksimalisasi pengalokasian penerimaan PPJ untuk membangun/merehabilitasi/mengelola PJU yang efisien terbukti di beberapa daerah dapat menjadikan PJU sebagai sumber pendapatan asli daerah yang nilainya jauh lebih besar dari biaya pengelolaan PJU itu sendiri. Efisiensi energi di PJU dengan menerapkan teknologi yang efisien dan sistem pembayaran yang berdasarkan pada pemakaian (menggunakan meteran) dari beberapa proyek percontohan dapat menghemat hingga 60% dari biaya listrik PJU. Sebagai contoh, Pemda Kota Yogyakarta berhasil mendanai investasi efisiensi energi di PJU hanya dengan mengandalkan pendanaan internal (APBD). Secara bertahap, dan melalui proses yang tidak sederhana, Pemda Kota Yogyakarta berhasil meyakinkan DPRD bahwa penganggaran untuk investasi efisiensi energi PJU dapat memberikan benefit yang sangat signifikan secara finansial bagi APBD Pemda. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut, setiap tahunnya sektor PJU menyumbangkan selisih bersih positif bagi pendapatan daerah sejak melakukan program efisiensi energi PJU pada tahun 1999/2000. Pada saat awal program, PPJ bersih yang diperoleh sejumlah Rp. 1,19 milyar pada tahun 2001 dan terus meningkat saat ini mencapai Rp. 22,59 milyar pada tahun 2013. Total pendapatan PPJ pada tahun 2013 ditargetkan sejumlah Rp. 27,3 milyar atau merupakan 14,16% dari total penerimaan dari pajak daerah. Target tersebut dibebankan kepada unit pengelola PJU dengan hanya mengeluarkan anggaran belanja untuk peningkatan dan pemeliharaan PJU (termasuk biaya pegawai) sejumlah Rp. 5.27 milyar. Di sisi lain, Listrik yang berhasil dihemat dari aktifitas ini juga dapat dialokasikan oleh PLN untuk keperluan pelanggan lain, dengan demikian pelanggan listrik baik kuantitas jumlah maupun besaran penggunaan (peningkatan daya) akan meningkat yang pada akhirnya kembali akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pajak penerangan jalan. Tabel mengacu pada bab 2, tabel 2.1 Jumlah Lampu, Daya, Bayar Rekening, PPJU dan sisa PPJU Pemkot Yogyakarta. Pemda (Bappeda dan Dinas terkait) bersama DPRD perlu memahami hal ini dari sudut pandang yang sama yaitu bahwa alokasi pembiayaan untuk efisiensi energi PJU dalam APBD merupakan bentuk investasi daerah yang dapat menghasilkan benefit bagi daerah berupa pengembalian dari Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 penghematan pembayaran biaya listrik PJU dan peningkatan pajak penerangan jalan yang diterima. Karenanya kerjasama dan kesepahaman antara Pemda dan DPRD sangat diperlukan untuk menentukan alokasi yang cukup bagi investasi efisiensi energi di PJU dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahunnya.



2.2 Sumber Pendanaan Eksternal Sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh Pemda melalui pinjaman daerah ataupun kerjasama daerah dengan pihak swasta.



2.2.1 Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah adalah salah satu sumber pembiayaan daerah yang diperbolehkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta diatur lebih lanjut dalam PP 30 tahun 2011. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari a) Pemerintah; b) Pemerintah Daerah Lain; c) Lembaga Keuangan Bank; d) Lembaga Keuangan Non Bank; e) Masyarakat (Obligasi Daerah). Salah satu alternatif yang dapat diakses dengan skema pinjaman adalah dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yaitu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (termasuk lembaga keuangan non bank). Fokus PIP saat ini adalah di bidang infrastruktur termasuk di bidang penyediaan energi dan efisiensi energi. Tingkat bunga yang dikenakan oleh PIP adalah sebesar tingkat bunga SBI plus 2%. Untuk mengakses dana ini, Pemerintah Daerah perlu menyediakan dana pendamping sebesar 30% dari nilai proyek sebagai penyertaan modal. Namun, dana pendamping tidak mutlak dalam bentuk modal uang, dana pendamping bisa berbentuk “in kind” seperti biaya yang telah dikeluarkan untuk pembuatan studi kelayakan, biaya tim untuk monitoring dan evaluasi selama masa proyek dan berbagai biaya yang telah dan akan dikeluarkan untuk proyek tersebut selama masa proyek tersebut. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di website PIP : http://www.pip-indonesia.com.



2.2.2 Kerjasama Daerah Pemda dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan aset dan pelayanan publik sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, serta berbagai turunan Peraturan Pemerintah dari UU tersebut seperti PP No. 50 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, PP No. 38 Tahun 2008 (Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006) Mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permendagri No. 22 Tahun 2009 mengenai Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Kerjasama dapat dilakukan dengan badan hukum yang memiliki dana/keahlian yang tidak dimiliki oleh Pemda dalam pembangunan/rehabilitasi/pengelolaan fasilitas PJU. Beberapa model kontrak kerja sama yang mungkin dilakukan untuk PJU antara lain: 1) Kontrak Operasional/Pemeliharaan; 2) Kontrak Bangun Serah Guna; 3) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah; dan jenis kontrak lainnya tang sesuai. Rincian teknis dan tata cara/prosedur pelaksanaan kerjasama dari masing-masing jenis kontrak kerjasama dapat dilihat dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009. Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum



|Buku I: Pengelolaan Sistem PJU Efisien Energi



7



 Pola kerjasama tersebut dapat mengadopsi model bisnis ESCO (energy services company) dengan menerapkan energy saving performance contract dimana pihak badan hukum (swasta) yang terpilih dapat melakukan pembangunan/rehabilitasi/pengelolaan PJU atas biaya sendiri dengan jaminan dapat melakukan penghematan energi sejumlah tertentu yang disepakati bersama dan diberikan hak pengelolaan hingga memperoleh pengembalian modal dengan keuntungan yang wajar dari penghematan energi PJU yang berhasil dicapai. Namun perlu dipertimbangkan bahwa model bisnis ESCO memiliki resiko ketidakpatuhan administrasi karena dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khususnya dalam penyusunan dan pencatatan laporan keuangan. Beberapa Pemda seperti Pemda Kabupaten Magetan dan Pemda Kabupaten Pasuruan telah menerapkan pola kerjasama dengan model bisnis ini dan sangat terbantu mengingat kecilnya APBD yang dimiliki. Sayangnya, kedua proyek kerjasama tersebut mengalami permasalahan ketika dialakukan audit oleh BPK. Walaupun kesimpulan akhir dari kedua kasus tersebut adalah tidak ditemukannya unsur korupsi dan hanya masalah tertib administrasi terkait sistem akuntansi pemerintahan, namun kejadian tersebut menimbulkan trauma yang cukup berkepanjangan baik bagi Pemda maupun Swasta yang melaksanakan kerjasama. Mengantisipasi terjadinya hal serupa, jika Pemda ingin menerapkan pola kerjasama semacam itu, sebaiknya berkosultasi dengan BPK dan Komite Sistem Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Informasi lebih lanjut mengenai KSAP dapat diperoleh di: http://www.ksap.org/.
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 BAB III PENGADAAN BARANG/JASA PJU
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 Bab ini membahas tentang bagaimana proses pengadaan barang dan jasa pencahayaan jalan umum dilakukan dengan tepat sehingga menghasilkan pemenang dengan penawaran terbaik. Beberapa poin penting berikut harus menjadi perhatian utama Pemilik/Pengelola PJU dalam melaksanakan pengadaan PJU:



3.1 Ikuti Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Langkah pertama dalam proses pengadaan PJU adalah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya untuk PJU milik Pemerintah baik pusat maupun daerah, proses pengadaan PJU harus mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang ada saat buku ini diterbitkan adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersifat dinamis sehingga harus dipastikan peraturan terbaru yang menjadi acuan. Pada dasarnya, prosedur dan dokumen dalam proses pengadaan diatur secara detail dalam Peraturan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga memudahkan panitia pengadaan. Dokumen yang harus disiapkan secara spesifik adalah spesifikasi teknis yang merupakan rencana/desain PJU yang akan dibangun. Pembahasan tentang bagaimana sebaiknya desain suatu sistem PJU dibahas pada “Buku II Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum: Perencanaan dan Desain Sistem PJU”.



3.2 Pastikan Kredibilitas Peserta Pengadaan Dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, sering terjadi peserta pengadaan yang tidak memiliki kredibilitas yang baik terpilih sebagai pemenang sehingga dalam pelaksanaannya terjadi cedera janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengakibatkan kerugian pemilik proyek/negara. Karenanya dalam proses pengadaan harus dipastikan dari awal semua peserta memiliki kredibilitas dan kemampuan yang diperlukan. Selaku pelaksana pekerjaan, pemenang proses pengadaan harus bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai kontrak. Penting diperhatikan identitas dan kemampuan peserta proses pengadaan PJU harus jelas dan terseleksi dari awal. Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 Seringkali panitia pengadaan/ULP merasa cukup dengan menetapkan persyaratan administrasi dan melakukan evaluasi atas dokumen adminsitrasi yang disampaikan pada waktu penawaran, namun dalam kenyataannya, seringkali kesesuaian persyaratan administrasi tidak menjamin kredibilitas peserta. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi pemalsuan dokumen administrasi. Langkah sederhana dapat dilakukan untuk menilai kredibilitas peserta pengadaan selain dari kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, salah satunya dengan melakukan pengecekan dokumen di Berita Negara Republik Indonesia Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM melalui website sisminbakum : http://bnri.sisminbakum.go.id/. Kesesuaian data seperti alamat, telepon, dan fax kantor juga perlu dicek dan dibandingkan dengan lokasi kantor sesungguhnya. Jika memungkinkan dilakukan kunjungan ke lokasi kantor sesuai alamat peserta pengadaan barang/jasa dalam dokumen penawaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kejanggalan, maka patut dipertimbangkan untuk menyimpulkan bahwa peserta tersebut tidak kredibel dan tidak layak mengikuti proses pengadaan lebih lanjut.



3.3 Pastikan Spesifikasi Teknis yang Diinginkan Dapat Teridentifikasi Kesesuaiannya Melalui Dokumen Penawaran Dokumen spesifikasi teknis yang disusun harus jelas, detail, terukur, dan dapat diverifikasi. Proses evaluasi dokumen spesifikasi teknis penawaran merupakan gerbang pertama evaluasi menuju kualitas delivery pekerjaan yang baik. Klaim kesesuaian spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran peserta pengadaan PJU sebaiknya disyaratkan untuk melampirkan buktinya. Bukti dapat berupa sertifikasi dari lembaga penilai kesesuaian (baik dalam negeri maupun luar negeri), hasil simulasi yang sah, dukungan dari produsen, brosur, hasil pengujian, dll. Dapat juga dipersyaratkan dokumen pendukung yang menjamin peralatan PJU (misalkan lampu) diproduksi oleh perusahaan yang mengutamakan jaminan mutu dengan dibuktikan oleh sertifikasi ISO 9001 atau ISO 14000 jika pemilik pekerjaan juga memiliki kepedulian akan lingkungan. Dan sebaiknya ditekankan dalam persyaratan, bahwa dokumen pendukung harus berbahasa Indonesia atau sekurangnya berbahasa Ingris mengingat keterbatasan kemampuan berbahasa panitia pengadaan. Atau bahkan jika diperlukan, panitia pengadaan dapat saja meminta peserta pengadaan mengirimkan contoh produk yang ditawarkan. Yang patut diwaspadai adalah kemungkinan adanya pemalsuan atas dokumen pendukung. Pastikan melalui proses verifikasi yang ketat dengan mencari tahu informasi lebih detail atas dokumen pendukung yang dilampirkan. Pengecekan atas dokumen dapat dilakukan secara fisik maupun konfirmasi kepada penerbit dokumen. Verifikasi fisik dapat dilakukan dengan melihat kualitas cetakan atas dokumen pendukung. Misalnya brosur produk dari produsen memiliki kualitas cetakan yang baik dan bukan dicetak dengan mesin printer biasa. Tidak ada kesalahan ejaan dan kalimat dalam dokumen pendukung. Tidak ada Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 kejanggalan dalam tulisan, gambar, maupun angka-angka secara keseluruhan dari dokumen. Terdapat alamat/data penerbit dokumen yang jelas dan terverifikasi. Dan indikasi lainnya yang mungkin dapat ditemukan. Verifikasi dapat juga dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada penerbit dokumen. Misalkan sertifikasi atas kesesuaian suatu standar yang disyaratkan. Sertifikat kesesuaian pasti dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terdaftar/terakreditasi. Kebenaran dari sertifikasi dapat dilacak dengan menghubungi lembaga penerbit sertifikat yang pasti memiliki data atas proses sertifikasi yang pernah dilakukan.



3.4 Siapkan Mekanisme Pengawasan dan Kontrol Kualitas Untuk menjamin delivery pekerjaan efisiensi energi PJU sesuai kontrak, sebaiknya dalam pengadaan PJU dilakukan mekanisme pengawasan/evaluasi hasil pekerjaan baik sejak saat awal hingga selesainya pekerjaan. Mekanisme pengawasan bisa dilakukan dengan menunjuk staf secara swakelola mengevaluasi atau dapat juga dilakukan oleh/bersama pihak ketiga yang kompeten. Pelibatan pihak ketiga yang kompeten menjadi sangat penting ketika staf internal tidak memiliki kapasitas memadai baik skill/pengetahuan maupun peralatan pendukung yang diperlukan. Pihak ketiga yang dipilih tentunya harus bersifat netral dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Beberapa Pemerintah Daerah ada yang mengajak partisipasi dari perguruan tinggi atau asosiasi profesi terkait seperti Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia (HTII) yang merupakan organisasi profesi ahli teknik pencahayaan di Indonesia. Pengawas pekerjaan harus dipastikan mengetahui secara pasti kondisi dalam kontrak dan mampu menilai perkembangan dan kualitas delivery pekerjaan yang dicapai oleh pelaksana pekerjaan. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, perlu dilakukan penmgukuran kualitas tingkat pencahayaan yang dihasilkan oleh PJU yang terpasang sehingga dapat dibandingkan dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam kontrak. Pada tahap ini, harus disiapkan sistem prosedur/skenario yang disepakati bersama (tercantum dalam kontrak) apa dan bagaimana tindakan yang akan diambil oleh para pihak atas hasil pengawasan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dibandingkan dengan spesifikasi teknis yang diminta. Dengan demikian, kedua pihak dapat langsung menindaklanjuti ketidaksesuaian yang mungkin ditemukan dalam proses pengawasan tanpa harus terjadi perselisihan yang akan merugikan salah satu ataupun kedua pihak.
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 3.5 Tentukan Syarat Minimal Garansi dan Periode Pemeliharaan Penting bagi pemilik/pengelola PJU mensyaratkan garansi dan pemeliharaan atas hasil proyek efisiensi energi PJU yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan. Syarat dan kondisi garansi yang diminta serta periode pemeliharaan, proses serah terima dan transisi pemeliharaan harus jelas untuk menjamin tidak terganggunya PJU setelah selesainya pekerjaan rehabilitasi/pembangunan PJU selesai dilaksanakan. Garansi juga merupakan backup bagi sertifikasi kesesuaian sistem/komponen PJU yang dijanjikan oleh penyedia barang. Salah satu contoh, dalam proses pengadaan PJU tahun anggaran 2013, salah satu pengelola PJU di Indonesia mensyaratkan garansi pemeliharaan sebagai berikut: 1. Periode pemeliharaan adalah 4 (empat) tahun. 2. Selama masa pemeliharaan penyedia barang/pelaksana pekerjaan berkewajiban memelihara semua sarana Penerangan jalan dan sarana umum yang dibangun agar tetapberfungsi normal, dan mengganti sarana Penerangan Jalan dan Sarana Umum yang mengalami kerusakan/ kehilangan. 3. Melakukan survey untuk pengecekan berfungsi/nyalanya lampu, apabila ditemukan sarana lampuPenerangan Jalan dan Sarana Umum tidak berfungsi dengan normal (mati) segera diperbaiki dalam waktu 2x24 jam sehingga normal kembali dan melaporkan hasil tersebut ke posko PJU. 4. Mensyaratkan adanya Pedoman Pengoperasian dan perawatan dan sertifikasi laik operasi (SLO) atas PJU yang dibangun. Selain itu, Pengelola PJU tersebut juga mensyaratkan adanya garansi/jaminan dan dukungan yang diberikan oleh Pabrikan/Distributor yang ditunjuk olehpabrikan terhadap produk yang ditawarkan dalam bentuk surat pernyataan diatas materai, berupa: 1. Keberfungsian Produk Luminer lengkap LED seiarna umur pakai minimal 4 (empat) tahun . 2. Keaslian dan Kualitas Barang. 3. Ketersedian Suku Cadang selama minimal 4 (empat) tahun. 4. Konsultasi Teknis selama umur pakai. Syarat kondisi tersebut diatas sangat penting untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang diberikan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan yang diminta oleh pemilik pekerjaan. Namun perlu diperhatikan, sebelum syarat dan kondisi yang diminta dituangkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa, sejenak pengelola PJU perlu melakukan kritisi sendiri atas syarat dan kondisi tersebut dengan membuka sudut pandang seluas mungkin atas kemungkinan yang terjadi dikemudian hari. Pertanyaan sederhana dengan menggunakan berbagai kata tanya dapat diajukan kepada dua orang atau lebih untuk menguji syarat dan kondisi tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak seperti: 1. Apa sebenarnya tujuan syarat dan kondisi yang kita minta? 2. Bagaimana cara memastikan syarat dan kondisi terpenuhi? Apa parameternya? 3. Siapa yang bisa memastikan terpenuhinya syarat dan kondisi? Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 4. 5. 6. 7.



Kepada siapa....? Dimana.....? Kemana....? Kapan.......?, dll



Mari kita coba lakukan pengujian sederhana dengan syarat dan kondisi di atas, apakah syarat dan kondisi yang diminta oleh Pengelola PJU sudah cukup jelas dan mudah dipahami serta tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda? Ambil sebagai contoh, syarat garansi pemeliharaan di atas, pada poin ke-3 (tiga) tentang survey yang diminta dilakukan untuk menjamin pemeliharaan dapat dilakukan dengan baik, mari kita uji dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Apa tujuan survey tersebut dilakukan? 2. Apa definisi berfungsi normal? Bagaimana cara mengukurnya? Siapa yang bisa menyatakan suatu PJU berfungsi normal? 3. Siapa yang harus melaksanakan survey, pihak pelaksana pekerjaan atau harus menunjuk pihak independen yang disepakati bersama? 4. Setelah dilakukan survey apakah perlu dilaporkan hasilnya atau langsung dilakukan tindakan sepihak atas temuan yang diperoleh? 5. Jika dilaporkan, kepada siapa? 6. Berapa kali survey harus dilakukan selama masa pemeliharaan? 7. Dll.... Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mudah (oleh dua orang atau lebih) dan hasilnya sama dengan yang dimaksud oleh pemilik pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan, maka sangat mungkin syarat dan kondisi yang diminta sudah mudah dipahami oleh siapapun dan sesuai keinginan pemilik pekerjaan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, maka perlu diformulasikan ulang redaksi kalimat mengenai syarat dan kondisi yang diminta oleh pemilik pekerjaan dalam dokumen pengadaan. Walaupun ada mekanisme aanwijzing, usahakan sejak dari awal dokumen pengadaan khususnya yang menyangkut syarat dan kondisi yang diminta oleh pemilik pekerjaan tertuang jelas dalam dokumen pengadaan karena syarat dan kondisi tersebut akan mengikat kedua belah pihak. Kesamaan pemahaman atas syarat dan kondisi akan memastikan tidak adanya perselisihan dikemudian hari akibat interpretasi yang berbeda dan menjamin PJU yang dibangun sesuai dengan keinginan (kebutuhan) dari pengelola PJU.



3.6 Pemaketan Pekerjaan Pekerjaan pengadaan sistem PJU pada dasarnya terdiri dari dua macam pekerjaan yang melibatkan dua pihak yang berbeda. Yang pertama adalah pengadaan peralatan sistem PJU dimana aktor utama proses ini adalah produsen peralatan dan atau perwakilan resminya, dimana hal yang krusial disini adalah jaminan/garansi atas kualitas produk. Yang kedua adalah pekerjaan pemasangan peralatan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Dalam hal ini, kualitas Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 instalasi peralatan sistem PJU sangat ditentukan dari kesesuaiannya atas standar/persyaratan teknis yang berlaku, dalam hal ini Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan sebelum dioperasikan instalasi sistem PJU yang dipasang harus ter-sertifikasi laik operasi (SLO) dari lembaga yang berwenang. Kualitas sistem PJU yang dibangun ditentukan oleh kombinasi dari kedua pekerjaan tersebut. Sebaik apapun kualitas produk peralatan sistem PJU namun tidak dipasang dengan seharusnya, maka kinerja dari sistem PJU akan tidak optimal. Begitu juga sebaliknya. Dan perlu diingat bahwa perusahaan konstruksi yang melakukan instalasi tidak memiliki kontrol atas proses produksi peralatan. Begitu juga sebaliknya, produsen peralatan sistem PJU tidak punya kontrol proses instalasi yang dilakukan. Penjelasan di atas didasarkan pada asumsi bahwa aspek desain/perencanaan sistem PJU dapat dikerjakan secara swakelola oleh Pemda (Pengelola PJU). Namun, jika Pemda merasa perlu membuat suatu paket pekerjaan desain/perencanaan sistem PJU secara tersendiri, hal itu juga dapat dipertimbangkan untuk menjamin kualitas desain/perencanaan PJU terlebih ketika Pemda memiliki kemampuan teknis yang terbatas. 3.6.1 Sistem Satu Paket Pekerjaan Praktek yang umum dalam pemaketan pekerjaan pengadaan sistem PJU oleh suatu Pemda adalah dalam bentuk satu paket dan dianggap sebagai pekerjaan konstruksi.Dari gambaran diatas, karena sifat dasar pengadaan peralatan sistem PJU dan pekerjaan pemasangan/instalasinya adalah dua hal yang berbeda, maka memaketkan pekerjaan pengadaan sistem PJU menjadi satu paket pekerjaan dan dianggap sebagai pekerjaan konstruksi akan membuka peluang terpilihnya perusahaan konstruksi yang baik namun dengan produk yang ditawarkan bukan dari kualitas terbaik, atau sebaliknya terpilih perusahaan konstruksi yang tidak berpengalaman namun menawarkan produk berkualitas, atau dalam kasus khusus bahkan bisa saja perusahaan yang tidak berpengalaman dengan penawaran produk sistem PJU yang tidak berkualitas terpilih sebagai pemenangnya. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan untuk menutupi kelemahaan sistem satu paket ini dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut: 1. Peserta lelang yang merupakan perusahaan konstruksi diwajibkan menyertakan pernyataan dukungan dari produsen/perwakilan resmi produsen peralatan sistem PJU. Perlu dicatat disini, sebaiknya bukan dari distributor atau agen pemasaran karena biasanya distributor/agen pemasaran tidak memiliki otoritas atas garansi produk yang diberikan. 2. Produsen/perwakilan resmi produsen peralatan sistem PJU memberikan pernyataan garansi kepada pemilik pekerjaan (PEMDA) atas produk perlataan sistem PJU yang ditawarkan oleh perusahaan konstruksi. Namun perlu diingat, pihak yang terlibat dalam kontrak dengan sistem satu paket semacam ini adalah Pemda dan Perusahaan konstruksi pemenang lelang. Sedangkan produsen/perwakilan produsen adalah bukan pihak yang terlibat dalam kontrak,dengan demikian terbuka peluang terjadinya perselisihan antara Pemilik pekerjaan (Pemda), Perusahaan Konstruksi pemenang lelang, dan Produsen/Perwakilan resmi produsen jika suatu saat dalam periode garansi terjadi komplain atas kualitas sistem PJU yang terpasang. Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 3.6.2 Sistem Dua Paket Pekerjaan Alternatif lainnya yang dapat diterapkan adalah dengan membagi pekerjaan pengadaan sistem PJU menjadi dua paket pekerjaan yaitu: 1) Paket Pengadaan peralatan sistem PJU. 2) Konstruksi pemasangan/instalasi sistem PJU. Sistem ini akan memberikan kebebasan kepada pemilik pekerjaan untuk menentukan syarat dan kondisi yang diinginkan atas masing-masing paket pekerjaan dan faktor hubungan bisnis antara perusahaan konstruksi dan vendor peralatan sistem PJU tidak lagi perlu dipertimbangkan karena keduanya (pemenang lelang) langusng berikatan kontrak dengan pemilik pekerjaan. Pemilik pekerjaan (Pemda) dapat menentukan kualifikasi teknis dan syarat/kondisi yang paling optimal dari produk peralatan sistem PJU yang diinginkan. Dengan demikian, diharapkan hanya produsen/perwakilan resmi produsen yang menawarkan produk terbaiklah yang terpilih sebagai pemenang dengan harga terbaik pula. Begitu juga untuk paket pekerjaan instalasi sistem PJU, pemilik pekerjaan dapat menentukan syarat dan kondisi yang lebih leluasa untuk memastikan pelaksana pekerjaan instalasi sistem PJU terpilih memiliki kualitas, kredibilitas, dan pengalaman yang terbaik. Pemisahan menjadi dua paket pekerjaan ini akan memudahkan pembebanan tanggung jawab atas kualitas sistem PJU yang diberoleh. Jika ditemukan ketidaksesuaian kualitas sistem PJU teridentifikasi disebabkan oleh cacat produk, maka produsen/perwakilan resmi produsen peralatan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mudah sebagai pihak yang menjalin kontrak langsung dengan pemilik pekerjaan. Demikian juga jika permasalahan kualitas sistem PJU teridentifikasi sebagai akibat dari instalasi yang tidak baik, maka perusahaan konstruksi yang melakukan instalasi dapat dimintai pertanggungjawaban karena juga sebagai pihak yang menjalin kontrak dengan pemilik pekerjaan.



3.6.3 Paket Tersendiri untuk Pekerjaan Desain Sistem PJU Dapat juga dipertimbangkan membuat paket pekerjaan tersendiri untuk desain sistem PJU. Dengan demikian, dapat dikombinasikan sistem dua paket atau tiga paket dengan memasukkan desain sistem PJU ke dalam klasifikasi pemaketan sebelumnya. Desain sistem PJU merupakan tahapan vital yang sangat mempengaruhi sistem yang akan dibangun. Tahapan ini adalah awal dari keseluruhan proses pengadaan sistem PJU dalam rangka rehabilitasi ataupun pembangunan PJU. Desain sistem PJU yang baik akan menentukan spesifikasi teknis dan besaran anggaran yang optimal dalam proses pembangunannya. Pelaksana desain sistem PJU dari pihak ketiga (konsultan perencana) sangat mungkin diperlukan mengingat umumnya Pemda memiliki keterbatasan kapasitas dalam hal ini. Perlu diingat adagium “gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan” yang artinya jika dari awal pengelola PJU gagal merencanakan desain sistem PJU yang efisien energi, maka jika pekerjaan rehabilitasi/pembangunan sistem PJU tersebut dilaksanakan, maka yang dihasilkan sudah pasti sebuah kegagalan.
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 Untuk merencanakan sistem PJU yang efisien energi, diperlukan tenaga ahli yang memahami sistem iluminasi jalan. Seperti disinggug dalam sub bab 4.4. tentang pengawasan di atas, di Indonesia terdapat beberapa pihak yang dapat digandeng untuk berpartisipasi dalam pekerjaan ini, baik secara perorangan maupun institusi/perusahaan.



3.7 Sistem Pengadaan (Pembelian) Secara Elektronik (SPSE) Melalui Katalog Elektronik (ECatalogue) Berbeda dengan sistem lelang, katalog elektronik memungkinkan pengguna barang/jasa pemerintah mengadakan barang/jasa secara langsung dengan memilih dari daftar katalog yang tersedia dan menjalin komunikasi langsung dengan penyedia barang/jasa-nya untuk proses negosiasi dan pelaksanaan kontrak. Katalog elektronik adalah salah satu bentuk proses pengadaan barang sesuai PeraturanPresiden No. 70 tahun 2012 (pasal 110) adalah sistem pembelian secara elektronik (SPSE)/EPurchasing melalui e-katalog. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai Perpres No. 70 tahun 2012, tujuan dimunculkannya mekanisme pengadaan barang/jasa sistem elektronik melalui E-Purchasing adalah: a. Terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan b. Efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/ Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. Dalam rangka E-Purchasing, sistem E-Catalogue sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. Sistem katalog elektronik tersebut diselenggarakan/dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP). Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP dengan membuat Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, saat ini beberapa barang yang menggunakan sistem ini antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih. Dan peralatan sistem PJU juga merupakan salah satu jenis barang yang memenuhi kriteria tersebut.
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 Sebagai tahap awal, LKPP bekerjasama dengan Pemda DKI saat ini (tahun 2014) tengah menyiapkan peralatan sistem PJU untuk masuk dalam e-catalogue LKPP sehingga sistem pengadaan/pembeliannnya dapat dilakukan secara elektronik (e-purchasing). Sistem ini juga mendukung dan memudahkan Pemda untuk membuat sistem pengadaan peralatan sistem PJU dengan dua paket dimana pekerjaan pengadaan peralatan sistem PJU-nya dapat dilakukan melalui epurchasing ini. Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id. Kontrak payung dilakukan antara penyedia barang dengan LKPP, sedangkan kontrak pembelian dilakukan antara penyedia barang dengan instansi Pemerintah. Staf instansi Pemerintah yang terkait dengan pengadaaan barang dapat melihat E-catalogue, memilih barang yang diinginka, dan menjalin komunikasi dengan penyedia barang melalui sistem epurchasing yag disediakan oleh LKPP. Walaupun dalam kontrak payung yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Kepala LKPP dijamin bahwa harga yang diberikan oleh penyedia barang lebih rendah dari harga pasar, namun dimungkingkan untuk kategori barang tertentu ada negosiasi lebih lanjut antara penyedia barang dengan staf instansi Pemerintah yang menangani pembelian secara elektronik melalui e-catalogue. Mekanisme lebih detail dari proses pembelian seacar elektronik ini dapat dipelajari di website ecatalogue milik LKPP: http://e-katalog.lkpp.go.id/e-catalogue/ .
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 BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN PJU
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 Bab ini berisi tentang best practices yang sudah dilakukan oleh beberapa Pemda yang dapat dijadikan contoh dan acuan dalam pengelolaandan pemeliharaan sistem PJU oleh Pemda lainnya. Di sini dibahas beberapa aspek pengelolaan dan pemeliharaan yang umum dilakukan dan diperlukan untuk menjamin operasional sistem PJU yang efisien energi dapat berjalan dengan baik.



4.1 Organisasi Pengelolaan Untuk dapat mengelola PJU dengan baik, diperlukan organisasi pengelolaan yang tepat sesuai kapasitas sumber daya dan kebutuhan pengelolaan/pemeliharaan PJU. Dalam pembentukan organisasi pengelolaan PJU, perlu diperhatikan hal-hal berikut: 4.1.1



Lingkup Pengelolaan PJU



Identifikasi awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pengelompokan/zonasi untuk mempermudah manajemen perawatan PJU. Zonasi dapat diterapkan berdasarkan geografis, namun akan lebih mudah dalam konteks perawatan, zonasi dilakukan berdasarkan sistem jaringan PJU. Satu zona perawatan dapat terdiri dari satu sistem jaringan PJU atau lebih tergantung dari aspek kemudahan dan kesiapan sumber daya yang dimiliki. Jika secara geografis sebuah wilayah administratif (kota/kabupaten/Jalan Tol/lainnya) memiliki luasan yang besar, maka perlu dipertimbangkan menempatkan unit-unit khusus yang bertanggungjawab pada satu atau lebih zona perawatan PJU di pusat gravitasi dari zona yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam prakteknya, kinerja masing-masing penanggungjawab zona pemeliharaan/pengelolaan PJU dapat dikompetisikan untuk memacu kinerja terbaikdari masingmasing penanggungjawab zona pengelolaan/pemeliharaan. 4.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Perlu dibentuk sistem organisasi manajemen perawatan yang memiliki struktur dan tugas/fungsi yang jelas dan dipahami oleh semua anggota organisasi. Setiap daerah, memiliki keterbatasan dan kelebihan masing-masing dalam kapasitas SDM yang dimiliki, karenanya SDM yang diperlukan untuk manajemen perawatan PJU di tiap daerah sangat spesifik.



Gambar 4.1 Sumber Daya Manusia Pengelola PJU Kota Makassar Jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan sangat disesuaikan dengan kebutuhan terkait perawatan PJU. Kemampuan teknis mutlak diperlukan untuk menjamin PJU beroperasi maksimal, Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 namun demikian SDM yang menguasai kemampuan manajemen bahan/material juga diperlukan dalam proses pengelolaan dan pemeliharaan PJU. Salah satu contoh jabatan/fungsi SDM yang diperlukan dalam pengelolaan PJU di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1. Penanggung Jawab Sektor/Zona 2. Penanggung Jawab Bahan/Material dan Gudang 3. Penanggung Jawab Pemantau Energi 4. Penanggung Jawab Armada/Kendaraan 5. Penanggung Jawab Teknik 6. Administrator Dari semua itu, yang paling penting adalah memastikan semua SDM yang bertanggung jawab pada pengelolaan perawatan PJU harus menyadari bahwa mereka memiliki peranan yang penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat selain memastikan anggaran yang dikeluarkan untuk investasi PJU tidak sia-sia.



4.1.3 Struktur Organisasi Langkah selanjutnya adalah membuat struktur organisasi yang mengatur rantai perintah, tanggung jawab, kewenangan dan tugas dari tiap fungsi/jabatan. Pimpinan organisasi harus tanggap mengantisipasi kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi dengan struktur organisasi yang sesederhana mungkin dengan tetap mengutamakan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. Untuk organisasi yang kecil, beberapa fungsi dapat dirangkap oleh satu orang atau bahkan sebaliknya untuk daerah dengan kompleskitas masalah yang tinggi diperlukan beberapa orang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Struktur organisasi dapat dibentuk berdasarkan fungsi ataupun lingkup wilayah tanggung jawab disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan PJU di masing-masing daerah. Berikut adalah salah satu contoh struktur organisasi dari Unit Pengelola Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dengan cakupan tanggung jawab wilayah seluas 175.77 km2 dan diterangi sejumlah 25.704 titik lampu jalan dan sejumlah 1.174 panel listrik, pengelolaan dan pemeliharaan PJU di kota Makassar dibagi dalam 4 (empat) wilayah rayon yang masing-masing rayon dengan rincian: 1. Rayon Utara : 5.509 titik PJU 2. Rayon Timur : 5.214 titik PJU 3. Rayon Selatan : 12.000titik PJU 4. Rayon Barat : 2.981 titik PJU Untuk mengelola PJU tersebut di atas, UPTD Kota Makassar memiliki sumber daya manusia sejumlah 77 orang dengan komposisi sebagai berikut



Gambar 4.2 Komposisi pegawai UPTD Penerangan Jalan Umum Kota Makassar Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum



|Buku I: Pengelolaan Sistem PJU Efisien Energi



21



 Peralatan yang dimiliki untuk menunjang operasional pemeliharaan dan pengelolaan PJU diantaranya adalah armada mobil 4 unit, genset 250 Kva, 15 Kva, 6 Kva (lampu sorot) dan juga genset portable. Mempertimbangkan faktor internal sumber daya yang dimiliki serta kompleksitas masalah dan cakupan wilayah yang dihadapi, UPTD PJU Kota Makassar memilih struktur organisasi berdasarkan fungsi yang dibagi dalam beberapa fungsi utama yaitu Perencanaan, Pengawasan, Data dan Perizinan, Sosialisasi, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi hingga Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Hal ini sangat dimungkinkan dengan mengkombinasikan partisipasi masyarakat dan berbagai media komunikasi yang tidak terbatasi oleh batasan geografis rayon untuk memudahkan monitoring kinerja lampu di penjuru kota Makassar.



Gambar 4.3 Struktur organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum Kota Makassar



Dapat dipertimbangkan untuk melakukan studi banding pengelolaan perawatan PJU ke daerah yang lebih maju untuk menambah wawasan dan kemampuan SDM suatu daerah.Namun perlu dipahami bahwa situasi dan kondiusi masingmasing daerah yang unik menyebabkan struktur dan mekanisme pengelolaan/pemeliharaan PJU suatu daerah belum tentu dapat langsug diadopsi 100% oleh Pengelola PJU daerah lainnya.
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 4.2 Miliki Database Pemeliharaan Pengelola PJU harus memiliki data/informasi yang detail dan lengkap mengenai sistem PJU yang ada di wilayahnya. Database ini penting untuk memudahkan perencanaan dan prediksi tindakan pemeliharaan yang perlu dilakukan sehingga akan mempermudah perencanaan dan alokasi sumber daya baik bahan, material, maupun petugas/teknisi. Setiap teknologi sistem PJU yang terpasang, memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya lampu High Pressure Sodium (HPS) memiliki masalah yang akan berbeda dengan lampu Induksi ataupun LED. Begitu juga dengan panel listrik, sistem jaringan, jenis kabel, jenis ballast, dll. Database dapat dibuat dalam bentuk peta, tabel atau keduanya. Kecepatan mengakses informasi dengan tepat dan kemudahan membaca informsi dalam database harus menjadi pertimbangan utama. Peta karakteristik sistem PJU tidak harus di buat canggih, namun semakin lengkap, update, dan mudah informasi diakses, akan memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan PJU.



Gambar 4.4 Peta Sistem PJU Kota Yogyakarta Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 Petakan semua permasalahan yang pernah terjadi dan dokumentasikan bagaimana mengatasinya dalamsebuah buku manual pemeliharaan tersendiri. Setiap komponen sistem PJU memiliki masalah yang spesifik begitu juga untuk satu jenis komponen yang sama, dari merk yang berbeda sangat mungkin juga memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Semakin lengkap dokumentasi yang dibuat, akan semakin memudahkan penanganan jika masalah yang sama terulang. Hal ini juga menjamin mekanisme pemeliharaan tidak tergantung pada teknisi tertentu saja yang bisa menangani karena informasi tentang permasalahan dan cara menyelesaikannya dapat dipelajari oleh teknisi baru sekalipun. Gunakan manual book dari produsen sebagai dasar prediksi tindakan pemeliharaan yang diperlukan dan antisipasi permasalahan yang terjadi. Manual book produsen biasanya berisi informasi yang berharga mengenai cara kerja, karakteristik peralatan, kemungkinan terjadinya permasalahan dan cara penanganannya, usia produktif peralatan, dan lain sebagainya.



4.3 Persiapkan Rencana Pemeliharaan Dari database yang dimiliki, Pengelola PJU kemudian dapat menyiapkan rencana pemeliharaan dalam satu periode tertentu. Sebagai contoh, sistem PJU dengan menggunakan lampu LED diklaim memiliki usia produktif yang lama, namun perlu diperhatikan bahwa usia produktif ballast berbeda dengan usia produktif lampu LED-nya. Dengan melihat database pemeliharaan yang disarikan dari manual book produsen serta diperkaya dengan pengalaman penanganan pemeliharaan sebelumnya, pengelola PJU dapat: 1. Memprediksi kapan harus dilakukan penggantian ballast, dengan demikian jauh-jauh hari dapat dialokasikan stok/pembelian ballast untuk produk tersebut. 2. Mengatur jadwal pemeliharaan tiap zona/kelompok PJU sesuai urgensi dan kebutuhan berdasarkan antisipasi usia produktif dan atau tipikal kerusakan/masalah yang mungkin muncul (informasi dapat diambil dari manual book atau dokumentasi pengalaman pemeliharaan sebelumnya). 3. Jika terjadi penurunan kualitas pencahayaan segera dapat dilakukan diagnosa awal mengacu pada database pemeliharaan, dengan demikian tidak serta merta melakukan tindakan yang tidak perlu seperti melakukan penggantian untuk seluruh sistem lampu jalan LED padahal sebenarnya yang perlu diganti hanya ballast-nya saja. Database pemeliharaan harus terus diperbarui setiap kali ditemukan permasalahan baru dan atau cara penanganan yang lebih baik dari sebelumnya. Disinilah peranan kepemimpinan/manajemen diperlukan. Pembaruan database pemeliharaan harus menjadi prosedur wajib teknisi setiap kali ditemukan permasalahan baru/cara penanganan yang lebih baik. Pimpinan pengelola PJU harus secara konsistensi dan persisten menekankan pentingnya pembaruan database pemeliharaan kepada teknisi setiap saat. Dapat dipertimbangkan membuat lembar kerja teknisi yang berisi catatan/logapa saja yang dilakukan dalam melaksanakan pemeliharaan (pemeliharaan berkala atau karena ada masalah, masalahnya apa, apa saja tindakan pemeliharaan/penyelesaian masalah yang dilakukan, jenis tindakan sdh terdokumentasikan di database pemeliharaan atau belum, dll). Lembar kerja tersebut untuk kemudian didokumentasikan sebagai bahan untuk pembaruan database pemeliharaan dimaksud. Lembar kerja tersebut juga dapat berfusngsi sebagai mekanisme kontrol atas kinerja teknisi dalam melakukan pemeliharaan. Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 Lembar Kerja Teknisi Tanggal: / / 1.Apa yang anda lakukan? Berikan tanda “√” : □ Pemeliharaan Rutin □ Tindak Lanjut Aduan (Tuliskan No. Aduan): __________________ 2.Masalah yang ditemukan (beri tanda“√” apakah masalah ini baru atau sudah pernah terdokumentasi di database pemeliharaan (biasa): _______________________________________________________________□ Baru □ Biasa _______________________________________________________________□ Baru □ Biasa _______________________________________________________________□ Baru □ Biasa 4.



Catatan Kerja:



No.



Tindakan yang dilakukan



Keterangan



Teknisi:



1._________________________



2._________________________



3._________________________



4._________________________



Gambar 4.5 Contoh Lembar Kerja Teknisi



4.4 Partisipasi Masyarakat Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi pengelola PJU memiliki keterbatasan dalam memantau dan memelihara kinerja PJU yang tersebar, karenanya diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung masyarakat adalah pemilik dan berhak mendapatkan layanan pencahayaan jalan dari PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dikarenakan telah membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Dengan demikian, sudah sewajarnya jika masyarakat mengambil peran aktif dalam pemeliharaan PJU. Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 Laporan masyarakat atas kerusakan PJU akan mempermudah pegelola PJU untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat dan cepat. Partisipasi masyarakat secara lebih luas dapat dilakukan dengan membuka ruang penilaian atas kinerja pengelola PJU. Media komunikasi antara pengelola PJU dengan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam sub bab selanjutnya. Pelibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan PJU dapat juga dipertimbangkan dengan membentuk organisasi tertentu seperti dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng LPMK sebagai pengelola PJU Lingkungan yang berada dikawasan pemukiman kelurahan. PJU Lingkungan adalah PJU yang dipasang di jalan-jalan kecil di pemukiman penduduk. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan dana berupa hibah pemeliharaan kepada LPMK. LPMK memiliki kewenangan untuk pengelolaan lampu dan komponennya, sedangkan panel dan jaringan listrik tetap dikelola oleh Pemkot melalui Dinas Permukimandan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.



4.5 Media Komunikasi/Monitoring Kinerja PJU Seperti disinggung sebelumnya, media komunikasi antara pengelola PJU dan masyarakat memegang kunci atas partisipasi aktif masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, semakin banyak pilihan yang dapat disediakan oleh pengelola PJU antara lain: - Surat - Telepon - Website - Aplikasi sosial media - Dll. Kembali mengambil contoh dari pengelolaan PJU oleh Pemerintah Kota Makassar, UPTD PJU memilih untuk mengoptimalkan peranan internet (website) sebagai media komunikasi. Kota Makassar dengan tingkat pendidikan masyarakat yang sangat baik dan didukung oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, tentunya menjadikan internet tidak asing lagi digunakan oleh masyarakat.Kelebihan internet yang dapat diakses darimanapun dan kapanpun selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu menjadikan media ini sebagai pilihan tepat menerima masukan masyarakat secara cepat tanpa batasan waktu dan jarak.Apalagi perkembangaan saat ini dengan semakin menjamurnya penggunaan telepon genggam pintar, memungkinkan setiap pemilik telepon pintar dapat mengakses internet melalui teleponnya. Berbeda dengan website instansi pemerintah yang umumnya hanya bersifat satu arah dan bertujuan sekedar memberikan informasi mengenai aktifitas instansi tersebut, UPTD Penerangan Jalan Umum Kota Makassar memperluas peran dan fungsi website instansinya menjadi halaman virtual tempat terjadinya komunikasi aktif dua arah antara masyarakat penerima manfaat PJU dengan UPTD PJU sebagai pengelola PJU di Makassar. Website UPTD PJU Kota Makassar yang beralamat di http://lastonmercury.blogspot.com/ juga menyediakan menu “Layanan Online” bagi masyarakat mulai dari pengaduan online, status pengaduan, informasi surat yang diterima, Surat Perintah Kerja (SPK) Tambahan untuk staff operasional, Form Bon Material, dan Download Center yang berisi format-format surat pengajuan Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 pemasangan PJU, pemindahan tiang PJU, juga dilengkapi dengan peraturan-peraturan terkait yang dapat secara bebas diunduh oleh masyarakat.



Gambar 4.6 Menu Layanan Online memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pengelola PJU untuk peningkatan kualitas layanan Selain menu tersebut, disediakan juga posting interaktif antara pengunjung website dan pengelola melalui fasilitas posting sebagai berikut:



Gambar 4.7 Fasilitas pengaduan interaktif melalui posting langsung di halaman website Yang tidak kalah menariknya adalah, UPTD PJU Kota Makassar juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menilai kinerja pengelolaan PJU yang dilakukan UPTD Penerangan Jalan Kota Makassar. Secara realtime dan interaktif, masyarakat dapat berpartisipasi menilai kinerja layanan UPTD dalam mengelola PJU dan langsung dapat melihat hasilnya di website ini. Penilaian masyarakat Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 melalui jajak pendapat tersebut bisa menjadi salah satu indikator kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan sehingga dapat memacu profesionalitas UPTD dalam memberikan layanan.



Gambar 4.8 Jajak pendapat masyarakat atas kinerja pengelola PJU Detail bentuk informasi dan layanan yang dapat diberikan oleh website UPTD PJU Kota Makassar dapat dilihat langsung di website atau dalam lampiran buku ini. Media komunikasi lainnya tentu tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan. Sebagaimana disebutkan diatas, UPTD PJU Kota Makassar juga masih menerima masukan/informasi masyarakat melalui surat maupun telepon yang kemudian akan ditindaklanjuti. Informasi melalui surat/telepon/posting langsung di website dan tindaklanjutnya juga didokumentasikan dan dapat diakses oleh masyarakat. Saluran komunikasi lainnya yang semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat kota besar adalah melalui fasilitas aplikasi media sosial. Media sosial yang banyak penggunanya di Indonesia antara lain adalah facebook dan twitter. Keduanya dapat menjadi pilihan melengkapi saluran komunikasi lain yang sudah tersedia. Namun perlu diperhatikan, integrasi semua saluran diperlukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan komunikasi dengan masyarakat, menghindari duplikasi, dan tentunya hal ini mengakibatkan semakin kompleksnya pengelolaan saluran komunikasi yang membutuhkan administrator dengan kapasitas dan jumlah yang memadai. Pengelola PJU sebaiknya memiliki satu saluran utama yang menjadi pusat data dan informasi, website memiliki kelebihan tersendiri untuk dapat berperan sebagai simpul dan pusat informasi ini.



4.6 Mekanisme Pelaporan/SOP Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
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 Gambar 4.9 Contoh diagram alir SOP tindak lanjut aduan masalah PJU oleh masyarakat di Kota Makassar (atas) dan Yogyakarta Untuk mempermudah tindak lanjut atas suatu pelaporan/aduan masyarakat mengenai permasalahan PJU, sebaiknya pengelola PJU menetapkan standar operasi dan prosedur (SOP). SOP harus dipahami oleh semua staf yang terlibat dan harus secara konsisten dijalankan sehingga kualitas dari pelayanan kepada masyarakat berupa tindak lanjut atas aduan PJU dapat terjamin. SOP ini sangat bersifat spesifik antara satu organisasi pengelolaan PJU dengan lainnya disesuaikan dengan sistem manajemen yang diterapkan, jumlah dan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang dimiliki, juga harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat. Namun secara umum, SOP harus menjelaskan langkah-langkah bagaimana suatu aduan diperlakukan mulai dari penerimaan, pelaksanaan tindak lanjut, hingga dokumentasi pelaporan hasil tindak lanjutnya. Akan lebih baik jika SOP ini juga diinformasikan kepada masyarakat baik melalui website (jika ada), poster yang ditempel di lokasi-lokasi strategis, ataupun buku petunjuk khusus yang dibuat sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mengetahui tahapan proses yang dilalui oleh suatu aduan yang diberikan, masyarakat akan dapat memantau proses tindak lanjut aduan yang disampaikannya.
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 Gambar 4.10 Contoh Form Pengaduan
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 Gambar 4.11 Contoh Dokumentasi Status Pengaduan



Gambar 4.12 Contoh Status Pengaduan Per Tanggal 1 Januari 2014 Dalam sehari, pengaduan bisa mencapai 70 hingga 80 aduan. Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum
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 Gambar 4.13 Contoh Dokumentasi Surat Masuk di Website UPTD PJU Kota Makassar
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 Gambar 4.14 Salah satu contoh surat permintaan pemindahan tiang PJU
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 Gambar 4.15 Contoh Menu Dokumentasi Kegiatan Yang Dilaksanakan UPTD PJU Kota Makassar
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